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PENETAPAN
Nomor 241/Pdt.P/2017/PA Sgm.

» ) \ »
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili
perkara perdata permohonan wali pada tingkat pertama telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :
Sk hinti Dg. J****, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah
tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di XXX,
Kabupaten Gowa, sebagai Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25
September 2017 telah mengajukan permohonan perwalian yang telah didaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor
241/Pdt.P/2017/PA Sgm., tanggal 25 September 2017 dengan dalil-dalil
sebagai berikut :
1. Bahwa S***** binti Dg. J*****/ Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang
masing-masing bernama:
R¥**xx \\f*F** i WWEe* K rex (=
S**** W*** bln W*** K*** F***;
o Ttk \\wkk iy Nk [k ks
2. Bahwa ke-tiga orang anak tersebut di atas merupakan anak dari hasil
perkawinan antara Pemohon dengan (alm) Wiikx ik ok \£\faokck Pk Gk
3. Bahwa pada tanggal 11 April 2017 (Alm) ¥k ekeak ok \N\frork Prrceck Gk
telah meninggal dunia karena sakit dan ke-tiga orang anak yang masing-
masing bernama: (1) R**** Wk pin Wik ik ook () Sk \\flix hyjpn \\fxex
Kxrx prik dgn (3) Trewxx \Wrekk [jn Wheex Kook prxx - tinggal bersama dan
diasuh serta dididik dengan sepatutnya baik dari segi pendidikan formal

maupun pendidikan mental spiritualnya dengan baik oleh Pemohon,
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demikian pula sebaliknya Pemohon mempunyai sifat dan perilaku yang baik
dan terpuiji dilingkungan masyarakat sekitarnya sehingga dapat menjadi wali
yang baik bagi ke-tiga orang anak kandungnya tersebut;

4. Bahwa oleh karena (1) R**** \W#x* hin Wex Kxxx s (D) Stk \\fok [y \\fxi*
Kxxx frix dan (3) Treewr \Waskk [hjin \Waeex [Cokkx Exxx - halum berumur 21 tahun
dan belum pernah menikah (belum dewasa), sehingga secara hukum belum
bisa melakukan perbuatan hukum sendiri dan oleh karena itu memerlukan
perwalian;

5. Bahwa oleh karena (1) R**** \W#** pjn Wik [Krkx [rrokk (D) Gk \\Pikck [y \\x
Kxxx Frxx dan (3) Trvxex Wrkks pip \Whiek [ Eiix gaat ini berada dalam
pengasuhan S**** pinti Dg. J****/ Pemohon yang juga merupakan ibu
kandungnya, maka dengan dasar ini pula Pemohon, memohon kehadapan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa untuk ditetapkan sebagai
wali dari ke-tiga orang anak kandungnya tersebut untuk mewakilinya
melakukan perbuatan hukum;

6. Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk
menjadi wali dari (1) R¥** W*** pin Whtx ks Frek () Sikdax \\Plxx pyjpn \N\fx*
Kxex Frok g (3) THoeek \Wreex B ik s ek,

7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Wali adalah
untuk mengurus:

- Kelengkapan administrasi terkait dengan pengurusan harta peninggalan

Wong Peng Goan di Bank Maybank Cabang Makassar.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya dalam mengajukan
perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Sungguminasa, Cq. Majelis Hakim berkenan mengadili dan
memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai
berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan S**** pinti Dg. J*****/ Pemohon sebagai wali dari ke-tiga

orang anak kandungnya yang masing-masing bernama:
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|, R \\ex pip Wk Kk Eo
[, Sk \\oek iy Wik e Ek:
[II, Toesk \\pes i\ [ dion. Eovce:

3. Menetapkan S**** binti Dg. J*****/ Pemohon dapat mewakili ketiga anak
kandungnya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum;

4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-

adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah
hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan
nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, akan tetapi Pemohon
tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa selanjutnya persidangan diawali dengan pembacaaan surat
permohonan Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isi
dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis :
1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7306082206170009 atas nama Suwarni,
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan

Sipil, Kabupaten Gowa, tertanggal 22 Juni 2017. Bukti tersebut telah

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu

diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371.AL.2011.018322, atas
nama Rehan Wong, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Dan Catatan Sipil Kota Makassar, tertanggal 28 Juni 2011. Bukti tersebut

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup,

lalu diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371.AL.2011.018320, atas
nama Stella Wong, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Dan Catatan Sipil Kota Makassar, tertanggal 28 Juni 2011. Bukti tersebut
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telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup,
lalu diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1657/UM/CS/2013, atas nama
Tommi Wong, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan
Catatan Sipil Kabupaten Gowa, tertanggal 19 Agustus 2013. Bukti
tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai
cukup, lalu diberi tanda P .4;

5. Fotokopi Akta Kematian Nomor 7371-KM-31072017-0004 atas nama
Wong Keng Fat, tertanggal 31 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. Bukti
tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai
cukup, lalu diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 14 September 2017
yang dibuat oleh Pemohon bersama anak-anaknya yang diketahui pula
Kepala Kelurahan Batangkaluku dan Kepala Kantor Kecamatan Somba
Opu Kabupaten Gowa. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya
ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.6;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi
kecuali mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam
perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak

terpisahkan dari penetapan ini.
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya
adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang perwalian
terhadap ketiga anak kandungnya bernama R**** Wt pin W xxx ek
Stella Wong binti Wong Keng Fat dan T \\*&* hin (Wikk [Criek Pk yang
telah ditinggal mati oleh ayah kandungnya dan Pemohon bertempat tinggal di
wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa dan karenanya dengan
didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 18 Penjelasan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-

Hal. 4 dari 10 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang
memeriksa dan mengadili perkara perwalian, sehingga permohonan Pemohon
dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan
penetapan wali atas anak kandungnya sendiri bernama R**** \W*** hin W
K** Frex - ymur 12 tahun, Stella Wong binti Wong Keng Fat, umur 9 tahun dan
Thxkkk \\PRRkk pjn Wk ek e gmur 4 tahun, yang lahir dari pernikahan
Pemohon dengan alm. Wirkr [Crkkk ok \\fikk Pk Graxx | yang ketiganya masih
berada dibawah umur;

Menimbang, bahwa penetapan wali tersebut diperlukan oleh Pemohon
untuk mengurus hak-hak ketiga anak tersebut (R*** W*** pin W*k* Kxxx s
Stella Wong binti Wong Keng Fat dan Trxxxx \\axex pjn \\frkex [tk Erkx) yang
masih dibawah umur dalam pengurusan harta peninggalan ayah kandung dari
ketiga anak tersebut pada Bank Maybank Cabang Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut, maka
Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara
ini adalah apakah Pemohon dapat diangkat menjadi wali terhadap ketiga anak
kandungnya sendiri bernama (R**** W*** pbin W*** K*** Fxx Stella Wong binti
Wong Keng Fat dan T \\**** Qi \\fxeex Kk Prdr) targelut?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti bertanda P.1 sampai dengan P.6;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi keterkaitan hubungan hukum
antara Pemohon dengan suami Pemohon (W#xxx Kxkax ok \\fkkk Piokk Gokkk)
Pemohon telah mengajukan bukti bertanda P.1 yang secara formil dan materil
dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka dengan
demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan W*** K*#kk [k
W prex Grrkk gdalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 dinilai telah memenuhi syarat
formil dan materil sebagai akta autentik yang memiliki nilai kekuatan
pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karenanya patut dinyatakan terbukti

bahwa anak Pemohon bernama R*** W*** pin W*** K*** F*** perumur 12
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tahun, Stella Wong binti Wong Keng Fat, berumur 9 tahun dan T***** \W**** hin

Wk [k xxx - harumur 4 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.5 yang dinilai telah
memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, karena itu patut dinyatakan
terbukti bahwa Wirx ¥k ek \\fxx Pk Gikkk - talah meninggal dunia pada
tanggal 11 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang dinilai sebagai bukti
bawah tangan sehingga memiliki nilai kekuatan pembuktian sebagai bukii
permulaan, namun jika dihubungkan dengan bukti P.5, maka patut dinyatakan
terbukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli
waris yaitu Pemohon bersama ketiga anaknya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan atas bukti-bukti tersebut di atas,
maka fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah istri dari W**** [K#¥xx ik \\fikx Pk Giokak

- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 orang anak
yang saat ini tinggal bersama Pemohon;

- Bahwa ketiga anak Pemohon tersebut masih di bawah umur;

- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 11
April 2017;

- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian
hukum sebagai wali dari ketiga anak Pemohon dan untuk mengurus harta
peninggalan alm. Wirkk [kt ook \\plkk Pk Grr ngda Bank Maybank
Cabang Makassar;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis
Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18
(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang
tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali,
dan pada ayat (2) ditegaskan pula bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak

yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Hal. 6 dari 10 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdata jo.
Pasal 345 KUHPerdata jo. Pasal 107 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam
yang pada intinya menegaskan bahwa yang belum dewasa adalah mereka
yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak pernah menikah sebelumnya,
dan manakala salah satu orang tua meninggal dunia, maka perwalian hanya
terhadap anak yang belum dewasa tersebut dipangku oleh orang tua yang
masih hidup, serta perwalian itu sendiri meliputi perwalian terhadap diri dan
harta kekayaannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 106 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam yang menegaskan bahwa orang tua berkewajiban merawat dan
mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah
pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya
kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan
anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas
dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat diinterpretasikan secara a contrario bahwa
orang tua (ayah atau ibu) tidak dapat bertindak sebagai wali terhadap
anak/anak-anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah
melakukan pernikahan, baik untuk kepentingan pribadi anak atau harta
bendanya. Hal ini menunjukkan bahwa anak yang belum berumur 18 (delapan
belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan secara langsung berada
dalam kekuasaan orang tua, dan orang tua tersebut mewakili anaknya
mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sesuai ketentuan tersebut di atas,
dihubungkan dengan fakta persidangan, dimana ayah kandung dari ketiga anak
Pemohon yakni alm. W [k ek \\fxkk Ptk Grexex talgh meninggal dunia,
sehingga secara otomatis ketiga anak tersebut beralih dalam kekuasaan ibunya
(Pemohon), namun hal tersebut oleh Pihak Bank Maybank Cabang Makassar
tidak dapat dijadikan dasar dalam pengurusan harta peninggalan atas nama
suami Pemohon (W*** Cxxkx Pk \N\frxx Pk Grrkk) - gleh karena  itu harus ada

kepastian hukum untuk menjamin segala kepentingan hukum dari Pemohon
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dan ketiga anak tersebut dalam bentuk penetapan perwalian dari pengadilan
agama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1, 2 dan 3) Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan
bahwa dalam hal orang tua tidak cakap bertindak hukum atau tidak diketahui
tempat tinggalnya, maka seseorang atau badan hukum dapat ditunjuk menjadi
wali terhadap anak tersebut, dan penunjukkan wali didasarkan pada penetapan
pengadilan, yang syaratnya adalah wali harus seagama dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam terminologi hukum tentang perwalian adalah
suatu bentuk perwakilan yang dilakukan oleh seseorang kepada subyek hukum
yang belum cakap hukum, dalam hal ini ialah anak, yang bertujuan untuk
mengawasi, mewakili dan menyelenggarakan hubungan hukum orang-orang
yang dinyatakan tidak cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum, oleh
karenanya dari ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta
persidangan, dimana kedudukan ketiga anak Pemohon masih berada dibawah
umur, maka secara hukum setidaknya harus ada orang yang ditunjuk untuk
menjadi wali dalam rangka untuk menjamin segala kepentingan anak-anak
Pemohon in casu (RH Wik bin Ws [k Frk | Seeee \\fikk bipy \Wsss [k bk
dan Treeex \Wrikk [hjn \\frekx ek k) - sehingga dengan demikian kedudukan
Pemohon selaku ibu kandung dari ketiga anak Pemohon yang setelah
dipertimbangkan memenuhi syarat untuk menjadi wali dari ketiga anak tersebut
yang memiliki kewajiban untuk mengurus diri dan harta orang yang berada di
bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban pula untuk
memberikan bimbingan agama, pendidikan terakhir dan keterampilan lainnya
untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya sebagaimana
maksud dari ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
jo Pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i

yaitu QS. An-Nisa: 6 yang berbunyi :

7 ]SSR EX JONRIOPESeE s BXO0DHE I Ha -0
B OO NH¢ 3+ O RO S-@OBRO
Sl 220 TESR 37 R R ¢ RRAERQHC a3
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Terjemahnya :
"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin,

kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas ( pandai

memelihara harta ) maka serahkanlah kepada mereka hartanya "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas maka permohonan Pemohon dinilai beralasan dan tidak melawan hukum
karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 91 A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan
agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan

yang berlaku serta hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.
MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan Pemohon (S**** binti Dg. J*****) sebagai wali dari ketiga anak
kandungnya bernama:
2.1 RFeer (Wrrex phjn Weer ek ek gmuyr 12 tahun;
2.2 SFEEE R pin W K B ymur 9 tahun; dan
2.3 TRk \\fhkkk [ip ek Kk ExRkCgmur 4 tahun,

3. Menetapkan Pemohon (S**** binti Dg. J*****) dapat mewakili ketiga anak
kandungnya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum;

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp
176.000,00- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 M.
bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1439 H, oleh Maryam Fadhilah
Hamdan, S.HI., sebagai Ketua Majelis, serta Dr. Muhammad Najmi Fajri,

S.HILMHI. dan Uten Tahir, S.HI, M.H., masing-masing sebagai Hakim
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Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota
tersebut di atas dan dibantu oleh Drs. H. S. Ahmad Abbas., sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,M.HI. Uten Tahir, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. S. Ahmad Abbas.
Perincian biava perkara:
1. Pendaftaran Rp 30.000,00
. Proses Rp 50.000,00
. Panggilan Rp 85.000,00
. Meterai Rp  6.000,00
. Redaksi Rp  5.000,00

a b~ W DN

Jumlah Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
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